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BAB Ip 

PENDAHULUANw 

A. Latar Belakango 

Indonesia adalah negara multikultural yang terdiri dari berbagai suku, ras, etnis 

dan agama yang berbeda dan memiliki semboyan negara yang berbunyi bhinneka 

tunggal ikat yang artinya berbeda – beda tetapi tetap satu jua.1 Perbedaan tersebut 

mengingatkan kita bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan 

perlakuan yang sama di mata hukum tanpa ada diskriminasi antar individu dan 

golongan.2 Semua Warga Negara Indonesia menginginkan terwujudnya cita –cita 

bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara garis besar, Negara 

Indonesia memiliki cita – cita bangsa yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan 

dan memakmurkan rakyat Indonesia.  

Untuk mewujudkan tujuan dan cita – cita tersebut dibutuhkan pelaksana yang 

mampu menjalanakan tugas dan amanah negara, maka diperlukanlah aparatur sipil 

negara yang siap mengabdi dan setia kepada negara, rakyat, Pancasila dan UUD 

1945. Aparatur Sipil Negara ini haruslah memiliki karakter yang baik, produktif, 

tegas, profesional, mempunyai rasa tanggung jawab akan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai abdi negara dan masyarakat. 

                                                           
1 Pancasila 
2 UUD NRI 1945 Pasal 28D angka (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan  perlindungan, dan kepstian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum” Maskud dari angka diatas adalah setiap warga negara berhak mendapat 

pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warga negara berhak untuk mendapat 

perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan 

sedikitpun.   
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Pembangunan Nasional serta kelancaran kehidupan pemerintahan salah 

satunya bergantung pada kualitas aparatur sipil negara atau biasa disebut dengan 

pegawai negeri sipil. Aparatur Sipil Negara bertugas mengabdi kepada negara dan 

masyarakat dan bekerja demi kebutuhan masyarakat, maka dari itu dalam praktek 

pembinaan aparatur sipil negara bukan hanya diperlakukan dan dipandang sebagai 

pegawai negeri sipil, melainkan juga dipandang dan dibutuhkan layaknya sebagai 

warga negara. 

Untuk mewujudkan sebuah negara yang kuat dan bersih dari KKN (Korupsi, 

Kolusi, Nepotisme), berwibawa dan mementingkan kepentingan rakyat, salah 

satunya ditinjau dari sumber daya manusia aparatur sipil negara. Seorang aparatur 

negara harus memiliki tindakan yang mengandung moral yang baik serta nilai – 

nilai luhur bangsa yang tidak mengutamakan keinginan untuk berkuasa sendiri bagi 

kepentingan dirinya serta melayani kepentingan umum untuk mewujudkan 

percepatan pembangunan nasional. Tapi pada kenyataannya, masih banyak 

dijumpai pegawaitnegerirsipilryangkmelakukanupelanggaranoterkait kedisiplinan. 

Berdasarkan data yang diperoleh, selama tahun 2014 sampai 2017, Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Ngawi memberikan sanksi terhadap 73 

orang PegawaioNegeriiSipilqyangotelah melakukan pelanggaran disiplin.3  

 

 

                                                           
3 Data diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Budi Santoso, SH selaku 

Kepala Bidang Mutasi dan Pemberhentian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Ngawi Pada tanggal 4 September 2017 
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Tabel 1 Jenis PelanggaranpyangyDilakukanqPegawaizNegerioSipil 

No. Jenis Pelanggaran Jumlah Presentase 

1 Penipuan 2 3% 

2 Cerai Tanpa Izin 10 14% 

3 Tidak Masuk Kerja 45 62% 

4 Asusila 2 3% 

5 Mencemarkan Martabat PNS 1 1% 

6 Perjudian 2 3% 

7 Indisipliner Upacara 11 14% 

Jumlah 73 100% 

      Data Primer, Diolah, September 2017 

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat cukup 

banyak masalah kedisiplinan yang terdapat di Kantor BadanxKepegawaian, 

PendidikanwdanqPelatihancKabupatenlNgawi. Kepala Bidang Mutasi dan 

Pemberhentian BKPP Kabupaten Ngawi, Ahmad Budi Santoso, SH, menjelaskan 

setidaknya ada tujuh puluh tiga orang yang diberikan sanksi disiplin.4 Menurutnya, 

sanksi yang diberikan cukup bervariasi dan tergantung pada pelanggaran yang 

dilakukan oleh masing – masing pegawai negeri sipil. Dimulai dari sanksi ringan, 

sedang dan berat yang berakhir dengan pemecatan secara tidak hormat.5 Dia 

meminta agar pimpinan SKPD memberikan pengawasan serta pembinaan staf pada 

instansi terkait. Seorang pegawai Negeri Sipil harus memiliki kepribadian yang 

baik dan tidak bertentangan dengan PeraturanoPemerintahz(PP)pNomorm53 

                                                           
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Tahunu2010qtentangoKedisiplinanxPNS.6 BagiyPegawaitNegerioSipil yang 

melakukanopelanggaranp disiplinl akan diberikan hukuman disiplin. Sebagaimana 

yang dijelaskan pada Undang9– Undango Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara Pasal 86 angka (3).7 Undang – Undang tentang Kepegawaian yang 

berlaku saat ini yaitu Undang4– UndangwNomorm5 Tahunm2014iTentang 

AparaturmSipilmNegara. Tetapi sejumlah aturan dari Peraturan sebelumnya yaitu 

Undangl– Undangt Nomoro439Tahuny19990tentang Pokok – Pokok Kepegawaian 

dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dirubah 

berdasarkan Undang9– Undangr Nomorp5 Tahun 2014 tentang AparaturoSipil 

Negara.m 

Sebagai Usaha melatih sikap disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dibutuhkan 

peraturan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mampu 

dijadikan acuan dan pedoman penegakan sikap disiplin itu sendiri. Dengan 

demikian, diharapkan tata tertib serta aturan yang berlaku dapat ditaati sehingga 

tujuan dan cita – cita negara dapat terwujud dengan baik. Peraturan 

DisiplinqPegawaio NegeriuSipil adalahmperaturan yang mengatur kewajiban, 

larangan dan sanksi jika kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri 

Sipil.8 Dengan tujuan untuko mendidikodan pmembina0PegawaipNegerilSipil, 

bagip yangp melakukanopelanggaran0atasokewajibanldan9larangano dikenakan 

sanksi berupa hukuman disiplin.9 

                                                           
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Moh. Mahfud, 1988, Hukum Kepegawaian Indonesia, Yogyakarta, Liberty hal. 121. 
9 M. Suparno, 1992, Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa, Jakarta, PT. 

Purel Mundial, hlm 85. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil Pasal 4 berbunyi :10 

Pasal 4 

SetiapoPNS9dilarangp: 

1. Menyalahgunakanowewenang; 

2. Menjadipperantarapuntukimendapatkan keuntunganppribadi8danoatau orangl 

lainodenganomenggunakanokewenanganoorangolain; 

3.TanpalizinoPemerintahlmenjadi9pegawaioatauobekerjapuntukpnegaraplain dan 

atauolembaga oatau0organisasi 0internasional; 

4. Bekerjap pada perusahaanl asing,i konsultano asing0, atau0lembagamswadaya 

masyarakatoasing;lll 

5. iMemiliki, omenjual, lmembeli menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan2 sbarang-barang tbaik lbergerak patau otidak obergerak, 

dokumenoatau suratoberhargapmiliklnegaramsecarajtidak0sah; 

6. Melakukanpkegiatanpbersama denganl atasant, temanlsejawat, bawahan,m atau 

orangmlainpdiodalamimaupun di luarn lingkunganm kerjanyao denganotujuan 

untukpkeuntunganmpribadi, golongan,m pihak lain,oyangpsecarailangsungoatau 

tidakplangsung merugikanmnegara; 

                                                           
10 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135 
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7. Memberioatauimenyanggupimakanmmemberimsesuatu0kepada9siapapunpbaik 

secarallangsungpataumtidakilangsung9danldenganodalih0apapun untukodiangkat 

dalammjabatan;m 

8. Menerimaphadiahlataumsuatumpemberian0apapsajaudariosiapapunmjuganyang 

berhubunganmdengan0jabatan dan/atau pekerjaannya; 

9. Bertindak0 sewenang0-cwenang terhadapobawahannya;m 

10. Melakukanpsuatuptindakan atau tidakomelakukanosuatu tindakanoyangpdapat 

menghalanglatau mempersulit salahm satumpihak yangmdilayaniosehingga 

mengakibatkanmkerugianlbagioyang dilayani;mm 

11. Menghalangioberjalannyaotugasokedinasan; 

12. Memberikanmdukunganpkepada calono Presideno atau WakiloPresiden, 

DewanpPerwakilanmRakyat, oDewanoPerwakilan Daeraho, atauo 

DewanmPerwakilanoRakyatiDaerah9denganocarap: 

a. ikutosertaosebagaiopelaksanamkampanye; 

b. menjadi0pesertaokampanye dengan menggunakan atributopartaioataupatribut 

PNS;m 

c. sebagaiopesertaokampanye denganomengarahkan PNSolain; danoatau 

d. sebagaiopesertaokampanyemdengan0menggunakanofasilitas9negara; 

13. Memberikanodukunganokepadaocalonopresidenowakil presidenodengancara : 

a. membuat0keputusanodanoatauotindakan0yang0menguntungkanlatau merugikan 

salahosatuipasanganpcalonoselamapmasa0kampanye; danpatau 
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b. mengadakanpkegiatanoyangpmengarahpkepada keberpihakan terhadap 

pasanganpcalonpyangomenjadippesertappemilupsebelum,pselama, danp sesudah 

masaokampanye0meliputi0pertemuan, ajakan,0himbauan,0seruan,atau pemberian 

barang, kepadapPNSpdalamplingkunganpunitpkerjanya,oanggota keluarga, danl 

masyarakat;m 

14. MemberikanodukunganpkepadapcalonoanggotapDewanpPerwakilanpDaerah 

ataupcalonpKepalamDaerahndan WakiloKepalaoDaerahpdengan cara memberikan 

suratodukungan disertai fotookopi KartuoTandapPendudukpatau Surat 

KeteranganoTandapPendudukosesuaimdengan peraturan perundang-undangan dan 

15. MemberikanodukunganokepadapcalonpKepalaoDaerah dan Wakil0 Kepalao 

Daerah, denganocara : 

a. terlihatodalamokegiatanmkampanye0untuk mendukungocalon Kepala Daerah 

dano WakiloKepalaoDaerah; 

b. menggunakanofasilitasoyang0terkait0denganijabatandalam kegiatanikampanye; 

c. membuatakeputusanadanoataultindakanoyangomenguntungkan0atau merugikan 

salah satuopasangan caloniselamapmasaokampanyeqdanoatau 

d. mengadakanokegiatan0yang0mengarah0kepada keberpihakan terhadap 

pasangan0calon0yang0menjadiipesertaipemiluiselama,i sebelum dan sesudahmasa 

kampanye meliputi0pertemuan,i ajakan,ihimbauan,iseruan,iatauipemberianibarang 

kepadaiPNSidalamilingkunganiunit kerjanya,ianggotaikeluargaidanimasyarakat. 
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Pasal ini menjelaskan tentang nilai – nilai dasar yang harus dipegang teguh 

dan dijadikan pedoman bagi setiap pegawai negeri sipil.11 Diharapkan semua 

Aparatur Sipil Negara dapat mematuhi nilai – nilai dasar yang terkandung dalam 

undang – undang tersebut agar dapat hidup tertib serta mempercepat tujuan 

dibentuknya pegawai negeri sipil.12 Kebutuhan akan adanya pegawai negeri sipil 

yang profesional dan berintegritas tinggi saat ini sangat tinggi. Banyak instansi 

pemerintahan yang mendambakan adanya abdi negara yang pro rakyat dan 

berdisiplin tinggi serta taat pada peraturan – peraturan yang berlaku. 

 Aturan kedisiplinan yang diberikan untuk pegawai negeri sipil supaya dapat 

berjalan secara maksimal maka dibutuhkan penerapan hukuman terhadap 

pelanggaran secara tegas dan jelas.  Dari penjelasan yang sudah peneliti sampaikan, 

untuk itu saya sebagai peneliti ingin membahas tentang PelaksananiPenegakan 

HukumiterhadapiPegawaiiNegeriiSipiliyangimelanggariPasal 4 angka (1) 

PeraturaniPemerintahiNomori53 Tahuni2010 tentangiDisipliniPegawai 

NegeriiSipili(StudiidiiKantoriBadaniKepegawaianiPendidikan daniPelatihan 

KabupateniNgawi) 

 

 

 

                                                           
11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. 
12 Ibid. 
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Tabel 2 Orisinalitas Penelitian 

No Tahun 

Penelitian 

Nama Peneliti 

dan Asal 

Instansi 

Judul Penelitian Rumusan 

Masalah 

1 2012 Muhammad 

Haryono 

(E1A006221) 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Jenderal 

Soedirman 

Penegakan 

Hukuman 

Disiplin Berat 

bagi Pegawai 

Negeri Sipil di 

Pemerintahan 

Kota Bandung 

Provinsi Jawa 

Barat 

1.Bagaimana 

proses 

penegakan 

hukuman 

disiplin berat 

pegawai negeri 

Sipil di 

Pemerintahan 

Kota Bandung 

Provinsi Jawa 

Barat ? 

2. Faktor-

faktor apakah 

yang 

cenderung 

mempengaruhi 

penegakan 

hukuman 



10 
 

 

disiplin berat 

Pegawai 

Negeri Sipil di 

Pemerintahan 

Kota Bandung 

Provinsi Jawa 

Barat ? 

2 2016 Rafika 

Hariadna 

Abdullah 

Syeban 

Attamimi 

(B12112134) 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Hasanuddin 

Tinjauan Yuridis 

Pelaksanaan 

Penjatuhan Sanksi 

Administrasi 

terhadap 

Pelanggarani 

DisipliniPegawaii 

NegeriiSipiliidi 

PemerintahiiKotai 

Makassari 

1.Bagaimana 

pelaksanaaan 

penjatuhan 

sanksi 

administrasi 

terhadap 

Pegawaii 

NegeriiSipil 

yang 

melakukan 

pelanggaran 

disiplin ? 



11 
 

 

 

 

 

 

2.Apakah 

faktor yang 

menghambat 

pelaksanaan 

penjatuhan 

sanksi 

administrasi 

terhadap 

pegawaiinegeri 

sipiliiyang 

melakukani 

pelanggarani 

disiplin ?  

Keterangan : 

Peneliti berfokus pada pembahasan tentang Pelaksanan Penegakan Hukum 

terhadap PegawaiiNegeriiSipiliyangimelanggariPasali4 angkai (1) Peraturani 

PemerintahiNomori53iTahuni2010itentangiDisipliniPegawaiiNegeriiSipili 

(StudiidiiKantoriBadaniKepegawaian, Pendidikani daniPelatihan Kabupateni 

Ngawii) 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang peneliti buat, dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1.  Bagaimana Pelaksanaan penegakan hukum terhadap PegawaiiNegeriiSipiliyang   

melanggariPasali4iangkai(1)iPeraturaniPemerintahiNomori53iTahuni2010 

tentangiDisipliniPegawaiiNegeriiSipilidi Pemerintahan Kabupaten Ngawi ? 

2.  Apa faktor yang mempengaruhi  Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap 

PegawaiiNegeriiSipiliyangimelanggariPasali4iangkai(1)iPeraturaniPemerintahi 

Nomorii53iiTahunii2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan 

Kabupaten Ngawi ? 

3. Bagaimana Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Penegakan 

Hukum terhadap PegawaiiNegeriiSipili yang melanggariPasal 4 angka (1) 

PeraturaniPemerintahiNomori53iTahuni2010itentangiDisipliniPegawaiiNegerii

Sipilidi Pemerintahan Kabupaten Ngawi ? 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisa pelaksanaan penegakan 

hukum terhadap PegawaiiNegeriiSipiliyangimelanggariPasali4 angka (1) 

PeraturaniPemerintahiNomori53iTahuni2010itentangiDisipliniPegawaiiNegerii 

Sipili di Pemerintahan Kabupaten Ngawi. 

2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pegawai Neger Sipil 

yang melanggar Pasal angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Ngawi. 

3. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisa solusi untuk mengatasi 

hambatan dalam pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap 

PegawaiiNegeriiSipiliyangimelanggariPasal 4 angka (1) PeraturaniPemerintah 

Nomor 53iTahuni2010 tentangiDisipliniPegawaiiNegeriiSipili di Pemerintahan 

Kabupaten Ngawi. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di dalam bidang hukum 

administrasi negara, khususnya pada Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap 

PegawaiiNegeriiSipiliyang melanggariPasal 4 angka (1) PeraturaniPemerintah 

Nomori53iTahuni2010idi Pemerintahan Kabupaten Ngawi sebagai pedoman 

dalam menganalisa kasus yang berkaitan dengan Hukum Kepegawaian. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa dan Akademisi 

1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dijadikan sebagai metode 

pembelajaran di dalam dunia pengetahuan mahasiswa dan akademisi hukum 

yang ingin menyelesaikan tugas akhir. 

2) Penelitian ini adalah sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari peneliti yang 

merupakan wujud nyata peran mahasiswa dalam masyarakat. 

3) Penelitian ini berguna untuk menambah keilmuan dan pengetahuan di bidang 

Hukum Administrasi Negara khususnya dalam bidang Hukum Kepegawaian. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka penelitian ini dibagi 

menjadi 5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu dengan yang lain. 

Dibawah ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai 

berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dibahas mengenai lataribelakangimasalah, rumusani 

masalah, tujuanipenelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan untuk 

memberikan gambaran yang jelas dan rinci terhadap sistematika skripsi ini. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian dan peristilahan serta 

pengaturan berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap PegawaiiNegeriiSipili 

yangi melanggari Pasali4 angka (1) PeraturaniPemerintahiNomori53iTahuni2010 

tentangiDisipliniPegawaiiNegeriiSipil di Pemerintahan Kabupaten Ngawi. 

Sumber-sumber pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam bab ini berasal dari 

buku-buku teks, jurnal dan informasi-informasi internet yang berkaitan dengan 

masalah yang hendak dibahas. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang 

dipakai hingga analisis bahan hukum. Adapun rinciannya sebagai berikut : 

a. Jenis Penelitian ; 

b. Pendekatan Penelitian ; 

c. Lokasi Penelitian ; 

d. Jenis data dan Sumber Data ; 

e. Teknik Pengumpulan Data ; 

f. Populasi, Sampel dan Responden  ; 

g. Teknik Analisis Data ; 

h. Definisi Operasional ; 

i. Sistematika Penulisan 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang antara lain mengenai 

gambaran lokasi penelitian secara umum, kenyataan di lapangan, kendala dan 

upaya untuk mengatasi masalah dalam, serta analisis dan pembahasan yang 

diberikan oleh peneliti terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh 

selama penelitian. 

BAB V. PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran untuk masyarakat dan 

lembaga yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian daftar pustaka, peneliti menuliskan bahan-bahan rujukan penelitian ini 

berupa buku-buku serta peraturan perundang-undangan terkait
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